BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR Z/ TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN 2017

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan
Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Dan
Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tahun 2017;

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pencocelolaan Ketiancan Daerah (T.embaran Neocara Reniiblik



6.

10.

11,

12.

13.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun
2016 tentang  Pencalonan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 13);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2015
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 75);
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di
Kabupaten @ Wonosobo (Berita Daerah  Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 3);

Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2016
tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 Nomor 25);



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Ok w

10.

11.

12,

13.

14,

15.

(1)

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonosobo.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di
Daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang,
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat
yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta
kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat
Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan
yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas
membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang
serta kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu tertentu.

Penghasilan tetap adalah bayaran pokok dalam bentuk uang yang diterima
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar penghasilan tetap dalam
bentuk uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa
untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

BAB II
BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 2
Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2017,
sebagai berikut :



(2)

(3)

(1)

(2)

3)

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri
Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai
Negeri Sipil tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

BAB III
BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA

Pasal 3
Besaran tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2017, sebagai
berikut :
a. Kepala Desa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per
bulan; dan
c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebesar Rp. 200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) per bulan.
Penjabat Kepala Desa menerima tunjangan dalam jabatan definitifnya dan
menerima tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a.
Penjabat Sekretaris Desa menerima tunjangan dalam jabatan definitifnya
dan menerima tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wenosobo
pada tanggal A

EX RNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal /¢ Prhruais 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,



